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Abstrak
Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur
penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta
menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah apabila
terjadi peristiwa keracunan massal dalam pelaksanaannya. Program MBG
sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki dasar hukum
melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi
Nasional, yang menegaskan keterlibatan pemerintah dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, serta jaminan kualitas makanan bergizi yang
aman bagi peserta program, khususnya anak usia sekolah yang termasuk
kelompok rentan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode
hukum normatif yang didukung oleh pendekatan peraturan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Analisis terhadap bahan hukum,
baik yang bersifat primer maupun sekunder, dilakukan menggunakan
teknik kualitatif deskriptif untuk menguraikan serta memahami
permasalahan penelitian secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun dasar hukum mengenai pengawasan dan tanggung
jawab pemerintah telah memperoleh pengaturan normatif, tetapi realisasi
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di lapangan belum berjalan efektif akibat lemahnya kontrol pengawasan,
ketidakjelasan pembagian kewenangan antarinstansi, dan mekanisme
akuntabilitas yang belum optimal. Kelalaian pemerintah dalam
pengawasan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum administratif
dan perdata, serta dalam kondisi tertentu berimplikasi pada
pertanggungjawaban pidana jika terbukti mengakibatkan keracunan
massal. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem
pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta penerapan mekanisme
akuntabilitas yang transparan agar Program MBG dapat dilaksanakan
secara efektif, aman, dan berkeadilan, serta memberikan perlindungan
hukum yang optimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai
penerima manfaat program. Temuan penelitian ini diharapkan dapat
menjadi dasar evaluasi kebijakan dan rekomendasi untuk meningkatkan
kualitas pengawasan pangan serta perlindungan hukum bagi Masyarakat.
Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis;, Keracunan Massal; Tanggung
Jawab Hukum Pemerintah; Keamanan Pangan; Hukum Kesehatan.

ABSTRACT
This study aims to examine the legal provisions governing food provision within
the Free Nutritious Meal Program (MBG) and to analyze the forms of
government legal responsibility in the event of mass food poisoning incidents
during its implementation. The MBG program is a government policy supported
by Presidential Regulation Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition
Agency, which emphasizes the government's role in planning, implementing,
supervising, and ensuring the quality and safety of nutritious food provided to
program beneficiaries, particularly school-age children who are considered a
vulnerable group. This research employs a normative legal research method
supported by statutory and conceptual approaches. Legal materials, both primary
and secondary, were analyzed using descriptive qualitative techniques to
systematically explain and understand the research issues. The results of the
study indicate that although the legal framework concerning government
supervision and responsibility has been normatively established, its practical
implementation has not been fully effective due to weak supervisory control,
unclear division of authority among institutions, and suboptimal accountability
mechanisms. Government negligence in supervision may give rise to
administrative and civil legal liability, and under certain circumstances may also
lead to criminal liability if it is proven to have caused mass food poisoning. This
study highlights the importance of strengthening the supervision system,
improving  inter-agency  coordination, and implementing  transparent
accountability mechanisms to ensure that the MBG Program can be carried out
effectively, safely, and fairly, while providing optimal legal protection for the
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public, especially children as program beneficiaries. The findings of this study are

expected to serve as a basis for policy evaluation and recommendations to improve

food safety supervision and legal protection for society.

Keywords: Free Nutritious Meal Program; Mass Food Poisoning;, Government
Legal Responsibility; Food Safety; Health Law

A. Pendahuluan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik

yang digagas oleh pemerintah sebagai langkah intervensi yang bersifat
strategis dalam pembangunan kualitas manusia. Program ini diarahkan
untuk memperkuat kapasitas generasi muda melalui pemenuhan asupan
gizi yang memadai, proporsional, dan sesuai dengan standar kesehatan,
sehingga kebutuhan nutrisi harian anak dapat terpenuhi secara optimal.
Sasaran utamanya adalah peserta didik pada jenjang pendidikan formal,
dengan tujuan mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif,
serta kesiapan belajar mereka di lingkungan sekolah.! Kebijakan tersebut
memiliki koherensi dengan prinsip dasar yang termaktub dalam
Konstitusi Republik Indonesia 1945, yang menempatkan negara sebagai
pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam memastikan
terpenuhinya hak-hak fundamental warga, termasuk akses terhadap
pelayanan kesehatan serta jaminan perlindungan di bidang kesehatan.?
Ketersediaan asupan nutrisi yang cukup memiliki kontribusi signifikan
dalam mendukung proses tumbuh kembang anak sekaligus
meningkatkan  kapasitas dan efektivitasnya ~dalam menerima
pembelajaran. Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi yang aman

dan layak konsumsi menjadi bagian dari kewajiban negara dalam

1Ade Maulidya and Yuyun Fitriani, “Analisis Program Makan Bergizi Gratis
Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Di Lampung,” Arus
Jurnal Sosial Dan Humaniora 5, no. 3 (2025): 3792-3803.

2Ade Trian, Sarip Hidayat, and Suwari Akhmaddhian, “Kewenangan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan
Kesehatan Di Kabupaten Kuningan,” Constituer 1, no. 2 (2025): 81-108.
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mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut,
Program Makan Bergizi Gratis diproyeksikan dapat mengurangi
prevalensi masalah gizi sekaligus memperbaiki tingkat kesehatan peserta
didik. Meski demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi
beragam kendala dan hambatan operasional. Satu di antara permasalahan
yang muncul ialah adanya kasus keracunan massal yang diduga berasal
dari makanan yang disediakan dalam program tersebut. Kondisi ini
menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap aspek keamanan
pangan. Selain itu, kasus tersebut juga memunculkan persoalan hukum
terkait tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan
Program MBG tidak semata-mata berada dalam ranah kebijakan sosial,
melainkan juga mengandung aspek yuridis yang relevan untuk dianalisis
secara mendalam.

Keamanan pangan menjadi unsur krusial yang harus mendapat
perhatian utama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Setiap hidangan yang disajikan kepada anak-anak wajib memenuhi
persyaratan kesehatan, higienitas, serta standar kelayakan konsumsi
sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Dalam
hal ini, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional memiliki peran strategis
dalam menetapkan regulasi, melakukan pengawasan, dan memastikan
mutu makanan yang diterima oleh para peserta program. Ketentuan
tersebut telah ditetapkan secara normatif dalam Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.# Dalam regulasi

tersebut, ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam

SDenok Oktawila, Himawan Estu Bagijo, and Tanudjaja Tanudjaja,
“Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis,” Jurnal Media Informatika 6,
no. 3 (2025): 1595-1602.

4Pemerintah Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang
Badan Gizi Nasional,” Jakarta: Sekretariat Negara, 2024.
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perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemenuhan gizi.
Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap proses pengolahan dan
distribusi makanan masih berpotensi mengalami kelalaian. Kelalaian
dalam pengawasan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang serius
terhadap kesehatan masyarakat. Kasus keracunan massal yang terjadi
menunjukkan adanya indikasi lemahnya sistem pengendalian mutu
pangan. Akibatnya, tujuan mulia program justru dapat berbalik
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Situasi ini menuntut adanya
kajian hukum vyang komprehensif. Terutama terkait sejauh mana
tanggung jawab hukum pemerintah dapat dimintakan dalam kasus
tersebut.

Secara yuridis, pengaturan mengenai tanggung jawab negara di
sektor kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan. Regulasi tersebut menyatakan secara tegas
kewajiban pemerintah untuk memastikan tersedianya layanan medis yang
memenuhi standar keselamatan, berkualitas, serta menjangkau
masyarakat dari berbagai latar belakang sosial. Sehubungan dengan hal
tersebut, penyediaan makanan melalui Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) dapat dipandang sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang
bersifat preventif.> Oleh karena itu, jika timbul akibat merugikan terhadap
kesehatan karena kelalaian dalam penyelenggaraan program, pemerintah
dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Bentuk
pertanggungjawaban tersebut meliputi tanggung jawab administratif serta

tanggung jawab perdata berupa kewajiban ganti kerugian kepada

SArif Susanto, “Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Kasus Keracunan
Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia,” Jurnal Hukum Lex
Generalis 6, no. 12 (2025).
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korban.® Di samping itu, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
ditemukan adanya unsur culpa (kelalaian) maupun dolus (kesengajaan)
yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya
peristiwa keracunan yang berdampak luas terhadap masyarakat, maka
pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses
produksi, pengolahan, distribusi, hingga pengendalian mutu pangan
dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pengenaan sanksi
tersebut merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban
dalam menjaga keamanan dan kelayakan konsumsi pangan. Ketentuan
mengenai pertanggungjawaban dan ancaman pidana tersebut telah diatur
secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, yang memberikan dasar normatif bagi penegakan hukum
terhadap setiap tindakan yang membahayakan keselamatan konsumen
melalui penyelenggaraan sistem pangan yang tidak memenuhi standar.”
Dalam situasi terjadinya peristiwa keracunan yang menimpa sejumlah
orang secara bersamaan, individu yang terdampak memiliki hak untuk
mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pertanggungjawaban
hukum sering kali belum berjalan secara optimal akibat lemahnya
pengawasan dan belum jelasnya pembagian kewenangan antarinstansi,
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Dengan

demikian, diperlukan kajian terhadap pengaturan dan implementasi

¢Imanuel Inriyanto Ruslak Hammar, Siria Silubun, and Roberth Kurniawan
Ruslak Hammar, “Implikasi Hukum Dan Kebijakan Terhadap Kasus Keracunan
Makanan Dalam Program Makanan Bergizi Gratis Di Indonesia,” Patriot 18, no. 2 (2025):
97-105.

"Heru Susanto, “Eksistensi Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Keracunan
Pangan Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,”
Tugas_ Akhir (Artikel), 2023, 1-12.
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pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam Program MBG.8 Namun
demikian, meskipun kerangka hukum mengenai keamanan pangan dan
tanggung jawab pemerintah telah diatur secara normatif, dalam
praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara pengaturan hukum dan
pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam menjamin keamanan pangan
pada Program MBG.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai tanggung
jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan dan keamanan pangan.
Penelitian pertama menyoroti kewajiban negara dalam menjamin
keamanan makanan bagi masyarakat sebagai bagian dari hak atas
kesehatan.” Penelitian lainnya membahas peran pemerintah dalam
pengawasan pangan sekolah dan dampaknya terhadap kesehatan anak.
Selain itu, terdapat pula kajian yang mengkaji tanggung jawab hukum
pemerintah dalam kasus keracunan makanan secara umum. Namun,
sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif dan belum
secara spesifik membahas Program Makan Bergizi Gratis.!® Beberapa
penelitian juga lebih menitikberatkan pada peran produsen atau penyedia
makanan, bukan pada tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara
program. Di sisi lain, kajian mengenai keracunan massal dalam konteks
kebijakan nasional masih relatif terbatas. Padahal, Program MBG
merupakan program berskala nasional dengan dampak yang luas.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan penelitian yang secara mendalam

8Siti Aisyah et al.,, “Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis Dalam
Menjamin Akuntabilitas Publik,” Jurnal Mitra Pengembangan Hukum 1, no. 3 (2025): 29-37.

°Ontran Sumantri Riyanto and Mei Rianita Elfrida Sinaga, “Penegakan Hak Anak
Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi
Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara,” Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian
Hukum Hak Asasi Manusia 4, no. 1 (2025): 1-10.

10Kelvin Felix Vivano Emmanulle et al., “Keracunan Program Makan Siang
Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarkatan Dan Aspek Negara Berkembang,”
Jurnal Penelitian llmiah Multidisipliner 1, no. 04 (2025): 1329-42.
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mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah dalam pelaksanaan
Program MBG. Penelitian terdahulu tersebut menjadi landasan teoritis,
namun belum sepenuhnya menjawab permasalahan hukum yang terjadi
di lapangan.

Kebaruan (Novelty) dalam penelitian ini tercermin pada penekanan
analisis yang secara spesifik mengkaji aspek pertanggungjawaban yuridis
pemerintah apabila terjadi insiden keracunan yang berdampak luas dalam
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Berbeda dari kajian
sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti dimensi kebijakan atau
aspek gizi semata, penelitian ini menempatkan persoalan tanggung jawab
hukum negara sebagai titik sentral pembahasan, khususnya dalam
konteks perlindungan hak masyarakat dan mekanisme akuntabilitas
penyelenggara program. Untuk memperkuat kerangka analisis,
penelitian ini mengintegrasikan telaah normatif terhadap Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai
pijakan utama. Keduanya dianalisis secara sistematis guna menilai
sejauh mana pengaturan mengenai kewenangan, tanggung jawab,
serta perlindungan hukum telah dirumuskan, sekaligus untuk
mengidentifikasi implikasi yuridis yang timbul apabila terjadi
pelanggaran dalam penyelenggaraan program. Selain berfokus pada
telaah normatif, studi ini juga menghubungkan ketentuan hukum tersebut
dengan realitas empiris berupa peristiwa keracunan massal yang terjadi di
tengah masyarakat. Novelty lainnya terletak pada penekanan terhadap
perlindungan hukum korban sebagai penerima manfaat program
pemerintah. Penelitian ini juga menganalisis bentuk pertanggungjawaban

pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan publik. Oleh karena itu,
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studi ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam
pengembangan kajian hukum kesehatan dan hukum administrasi negara.
Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memperluas dan
memperdalam literatur keilmuan di bidang hukum. Penelitian ini juga
memiliki orientasi untuk memberikan kontribusi akademik yang layak
dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat Program
Makan Bergizi Gratis ditujukan kepada kelompok yang tergolong rentan,
yakni anak-anak pada usia sekolah.! Apabila keamanan pangan tidak
terjamin, maka program ini justru berpotensi menimbulkan dampak
negatif bagi kesehatan anak. Kepentingan penelitian ini turut
berhubungan dengan ikhtiar untuk merealisasikan jaminan dan
perlindungan hukum bagi masyarakat. Secara normatif, peraturan
perundang-undangan telah mengatur kewajiban pemerintah dalam
menjamin kesehatan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di
lapangan masih menghadapi berbagai kendala.’? Dengan demikian,
pembahasan terkait pertanggungjawaban hukum pemerintah menjadi hal
yang krusial untuk dianalisis secara mendalam. Penelitian ini juga relevan
sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG.13 Di
samping itu, temuan penelitian ini berpotensi menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah dalam menyempurnakan mekanisme

pengawasan dan memperkuat akuntabilitas. Dari sisi akademik, studi ini

1Ahmad Nur Ahsan And Muhamad Alfaries, “Program Pemerintah Pemberian
Makan Bergizi Gratis (Mbg) Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul
Menuju Indonesia Emas 2045 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Nasional,” Jurnal
Elektrosista 13, No. 1 (2025): 28-39.

12 Roswita Sede Et Al, “Analisis Sosiologi Konflik Akibat Kasus Keracunan
Program Makan Bergizi Gratis: Antara Kebijakan Dan Keselamatan,” Jurnal Sosiologi
Kontemporer 5, No. 2 (2025): 61-67.

1BEsti Wahyuningsih And Risma Dewi Herlisti, “Implementasi Dan Dampak
Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Terhadap Motivasi Siswa,” Jurnal Tumbuh Kembang
Anak Usia Dini 3, No. 2 (2025): 80-84.
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berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang hukum
kesehatan. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu
mendorong terwujudnya penguatan jaminan hukum demi kepentingan
masyarakat.

Studi ini disusun dengan tujuan untuk menelaah ketentuan hukum
yang mengatur penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi
Gratis dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024
tentang Badan Gizi Nasional. Di samping itu, studi ini juga diarahkan
untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah
apabila terjadi peristiwa keracunan massal, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.!* Penelitian
ini juga diarahkan untuk menelaah kewajiban pemerintah dalam
menjamin keamanan pangan.!® Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis
perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban keracunan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai
mekanisme pertanggungjawaban pemerintah. Secara akademis, penelitian
ini bertujuan untuk memperkaya kajian hukum terkait kebijakan publik di
bidang kesehatan. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan referensi dalam proses perumusan kebijakan. Apabila
tujuan tersebut tercapai, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
diharapkan dapat berlangsung secara aman, akuntabel, dan berlandaskan

prinsip keadilan.

. Metode Penelitian

14Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan,” Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2023.

BRiyanto and Sinaga, “Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat:
Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung
Jawab Negara.”
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Penelitian ini menerapkan metode kajian yuridis yang bersifat
normatif dengan pertimbangan bahwa fokus analisis diarahkan pada
penelaahan aturan-aturan hukum yang mengatur mekanisme penyediaan
makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk
pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah apabila terjadi insiden
keracunan yang berdampak luas. Orientasi penelitian tidak ditempatkan
pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada pengkajian
secara mendalam terhadap konstruksi norma, prinsip, serta sistem
pengaturan yang menjadi dasar penyelenggaraan program tersebut.

Pendekatan normatif dipilih karena memungkinkan penelitian
memposisikan hukum sebagai suatu sistem kaidah yang tersusun dalam
berbagai peraturan yang memiliki kekuatan mengikat. Melalui
pendekatan ini, analisis difokuskan pada konsistensi, kesesuaian, serta
kelengkapan norma yang mengatur aspek kesehatan masyarakat, jaminan
keamanan pangan, dan standar pelayanan publik. Dengan demikian,
penelitian berupaya menilai sejauh mana kerangka regulasi yang ada
telah memadai dalam memberikan kepastian hukum, menetapkan batas
tanggung jawab pemerintah, serta melindungi hak-hak masyarakat
sebagai penerima manfaat program.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengombinasikan dua
metode analisis, yaitu pendekatan legislasi (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Telaah terhadap aspek
peraturan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian normatif
atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang mengatur Badan Gizi
Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan aspek keamanan
pangan. Adapun pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk

menganalisis gagasan mengenai pertanggungjawaban hukum pemerintah
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serta konsep perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai penerima
manfaat program.

Dalam penelitian ini digunakan dua kerangka pendekatan, yakni
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan
ditempuh dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai regulasi yang
relevan, terutama Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang
Badan Gizi Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Selain kedua regulasi utama tersebut, penelitian ini juga
mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan aspek keamanan pangan dan penyelenggaraan
pelayanan publik guna memperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai kerangka hukum yang berlaku.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk
memperdalam analisis terhadap konsep-konsep dasar yang menjadi
landasan teoritis penelitian, khususnya mengenai pertanggungjawaban
hukum pemerintah dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai
penerima manfaat program. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak
hanya berhenti pada pembacaan norma secara tekstual, tetapi juga
mengkaji makna, prinsip, serta doktrin hukum yang melandasi
pengaturan tersebut sehingga menghasilkan analisis yang lebih sistematis
dan argumentatif.

Teknik penghimpunan sumber-sumber hukum dalam penelitian
ini dilaksanakan melalui kajian literatur ilmiah dengan metode
penelusuran dan penelaahan sistematis terhadap peraturan perundang-
undangan serta sumber-sumber literatur yuridis yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti. Dokumen dan referensi hukum yang telah

dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif
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deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menginterpretasikan ketentuan
hukum  secara terstruktur, kemudian mengaitkannya dengan
permasalahan penelitian untuk merumuskan kesimpulan mengenai
pengaturan dan pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam

pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyediaan Makanan pada Program Makan Bergizi
Gratis Berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan
Gizi Nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program

Makan Bergizi Gratis (MBG) telah didukung oleh dasar hukum yang
tegas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2024 tentang Badan Gizi Nasional.l® Regulasi tersebut memperjelas
kedudukan pemerintah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab atas
proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penyediaan makanan
bergizi yang aman dan bermutu bagi penerima manfaat program.l”
Pengaturan tersebut meliputi standar pemenuhan gizi, mekanisme
pengadaan bahan pangan, proses pengolahan dan pendistribusian
makanan, serta pengaturan pembagian kewenangan antarinstansi yang
berpartisipasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peran Badan Gizi Nasional sebagai lembaga koordinator kebijakan
gizi nasional ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83
Tahun 2024, yang memberikan kewenangan kepada Badan Gizi Nasional

untuk menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

16 Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi
Nasional.”

7Emmanulle et al., “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam
Tinjauan Hukum Kemasyarkatan Dan Aspek Negara Berkembang.”
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pemenuhan gizi.’® Selanjutnya, Pasal 5 huruf ¢ dan huruf d Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2024 secara tegas mengatur kewajiban Badan
Gizi Nasional dalam melakukan pengendalian mutu serta pengawasan
terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi,
termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

Ketentuan tersebut memiliki kesesuaian dengan Pasal 86
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang secara tegas
mensyaratkan bahwa setiap pangan yang diproduksi, diolah, dan
diedarkan kepada masyarakat wajib memenuhi standar keamanan, mutu,
serta kandungan gizi yang telah ditetapkan. Norma ini menempatkan
aspek keamanan dan kualitas pangan sebagai prasyarat utama dalam
setiap proses penyediaan dan distribusi makanan, sehingga perlindungan
terhadap konsumen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan
pangan nasional. 17

Lebih lanjut, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan menegaskan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan
nondiskriminatif”. Hak tersebut mencakup pula perlindungan dari
berbagai potensi gangguan kesehatan yang muncul sebagai dampak dari
konsumsi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Dengan
demikian, jaminan atas keamanan pangan bukan hanya kewajiban

administratif semata, melainkan juga merupakan perwujudan tanggung

18Samudra Farasi Putra and Irsyaf Marsal, “Politik Hukum Kebijakan Makan
Bergizi Gratis: Pembebanan APBN Atau Menuju Indonesia Emas 2045,” Al-Zayn: Jurnal
llmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025): 7106-20.

Anisa Fadil Ratu Rahma, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan
Yang Produknya Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dihubungkan Dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” (Universitas Komputer
Indonesia, 2024).
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jawab negara dalam memastikan terpenuhinya hak kesehatan masyarakat
secara menyeluruh.

Meskipun secara normatif kewajiban pengawasan dan jaminan
keamanan pangan telah ditetapkan secara eksplisit dan terperinci dalam
sejumlah regulasi yang berlaku, temuan penelitian memperlihatkan
bahwa penerapannya di tingkat praktik belum terlaksana secara
maksimal. Fakta terjadinya insiden keracunan massal dalam
penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mengindikasikan adanya
kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap keamanan
pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mandat sebagaimana
tercantum dalam Pasal 4 serta Pasal 5 huruf ¢ dan huruf d Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2024 belum sepenuhnya terimplementasi
secara efektif di lapangan.

Kelemahan implementasi pengawasan tersebut terutama tampak
pada tahapan pengolahan dan pendistribusian makanan, yang berpotensi
menimbulkan risiko kesehatan akibat pangan yang tidak aman. Keadaan
tersebut mencerminkan adanya disparitas antara ketentuan normatif yang
telah ditetapkan dengan realitas implementasinya di lapangan. Akibatnya,
tujuan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah
preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat belum dapat
diwujudkan secara maksimal.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, dapat dirumuskan
kesimpulan bahwa secara yuridis ketentuan mengenai penyediaan
makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 telah memiliki dasar
pengaturan yang cukup komprehensif dan memadai secara normatif.
Namun, terjadinya kasus keracunan massal mencerminkan adanya

pelanggaran terhadap kewajiban pengawasan dan pengendalian mutu
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pangan, sehingga efektivitas pengawasan dan mekanisme pengendalian
perlu diperkuat guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa

mendatang.

2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemerintah terhadap
Terjadinya Kasus Keracunan Massal dalam Pelaksanaan Program
Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Secara yuridis, terjadinya kasus keracunan massal dalam

pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat menimbulkan tanggung
jawab hukum bagi pemerintah apabila terbukti adanya kelalaian dalam
pelaksanaan pengawasan serta pemenuhan standar keamanan pangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya
Pasal 7, menegaskan bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas
penyelenggaraan kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat”.?0 Selanjutnya, Pasal 10 UU Kesehatan
menyatakan bahwa “pemerintah harus menjalankan pembinaan dan
kontrol terhadap seluruh sumber daya di bidang kesehatan”. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa penyediaan makanan dalam Program MBG
menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban negara di bidang
kesehatan masyarakat, sehingga kelalaian dalam pengawasan dapat
dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum pemerintah.
Tanggung jawab hukum pemerintah dalam konteks tersebut dapat
diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban dalam aspek
administrasi negara. Landasan hukum bagi pertanggungjawaban
administratif tersebut bersumber pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama ketentuan Pasal 17

yang mengharuskan setiap pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan

2RI, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.”
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kewenangannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.?!
Di samping itu, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan menegaskan bahwa dalam hal terjadi kekeliruan
administratif =~ dalam  pelaksanaan pemerintahan, pejabat yang
bersangkutan berkewajiban untuk melakukan tindakan korektif atau
perbaikan secara administratif. Dalam pelaksanaan Program MBG,
kelalaian pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan dapat
dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif yang menuntut adanya
evaluasi kebijakan serta penjatuhan sanksi administratif.??

Selanjutnya, pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran
di sektor kesehatan telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 437
ditegaskan bahwa “setiap penyelenggara upaya kesehatan yang tidak
memenuhi standar dan persyaratan kesehatan dapat dikenai sanksi
administratif”. Selanjutnya, Pasal 438 UU Kesehatan mengatur bahwa
sanksi administratif tersebut dapat berupa “teguran tertulis, penghentian
sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan izin atau
rekomendasi penyelenggaraan kegiatan”. Dalam pelaksanaan Program
Makan Bergizi Gratis, ketentuan tersebut berpotensi diterapkan kepada
instansi pelaksana, unit pengelola program, maupun pihak yang memiliki
kewenangan pengawasan apabila terbukti lalai sehingga mengakibatkan

keracunan massal.

2IRepublik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan,” Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2014.

2ZElisa Trisna, “Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan
Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 00.05. 422995 Tahun 2008 Tentang
Pengawasan Pemasukan Kosmetik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Balai
Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Bengkulu)” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,
2024).
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Di samping pertanggungjawaban administratif, pemerintah juga
memiliki potensi tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara
layanan publik untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.?® Lebih lanjut, Pasal 34 UU Pelayanan
Publik menegaskan bahwa “penyelenggara pelayanan publik wajib
memberikan ganti rugi atau pemulihan kepada masyarakat apabila terjadi
kegagalan pelayanan”. Dalam hal Program MBG, keracunan massal dapat
dikualifikasikan sebagai bentuk kegagalan pelayanan publik yang
mewajibkan pemerintah memberikan pemulihan, termasuk pelayanan
kesehatan kepada korban.

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum pemerintah tidak berhenti
pada dimensi administrasi semata dan pelayanan publik. Apabila
kelalaian dalam implementasi Program MBG menghadirkan konsekuensi
yang merugikan bagi masyarakat, maka pemerintah juga dapat dimintai
pertanggungjawaban perdata, khususnya dalam bentuk kewajiban ganti
kerugian kepada korban atau keluarga korban. Hal ini sejalan dengan
prinsip tanggung jawab negara sebagai penyelenggara kebijakan publik
yang wajib mempertanggungjawabkan akibat hukum dari tindakan atau
kelalaiannya dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, apabila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana,
insiden keracunan yang terjadi secara luas dalam pelaksanaan Program
Makan Bergizi Gratis tidak hanya menimbulkan implikasi administratif

atau perdata, tetapi juga membuka kemungkinan adanya konsekuensi

ZRio Agustian Wiranata and Mutia Evi Kristhy, “Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values Of Law Atas Pelayanan Publik
Terhadap Penyandang Disabilitas,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (2022): 208-
18.
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pidana bagi pihak-pihak yang terlibat.* Peristiwa tersebut dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memiliki relevansi hukum
apabila terbukti terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan
maupun kelalaian, yang mengakibatkan terganggunya kesehatan
masyarakat sebagai penerima manfaat program. Pengaturan mengenai hal
tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, yang memuat ketentuan mengenai ancaman pidana
terhadap setiap orang atau penyelenggara yang melaksanakan upaya
kesehatan tanpa memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah
ditetapkan. Apabila pelanggaran terhadap standar tersebut berdampak
pada timbulnya gangguan kesehatan publik, maka perbuatan tersebut
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dengan demikian, aspek perlindungan kesehatan
masyarakat dalam konteks program ini tidak hanya dijamin melalui
mekanisme administratif, tetapi juga diperkuat melalui instrumen
penegakan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan yang bersifat
represif. Dalam konteks Program MBG, apabila keracunan massal terjadi
akibat kelalaian dalam pengawasan, pengolahan, atau distribusi makanan,
maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pihak
pelaksana atau pejabat yang memiliki kewenangan langsung dalam
penyelenggaraan program, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
masyarakat serta upaya penegakan akuntabilitas penyelenggaraan

program kesehatan.?

2Umi Khairiah, Jarnawi Hadi Saputra, and Anjani Sipahutar, “Pengaturan
Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Negara,” Jurnal Ilmiah
Penegakan Hukum 12, no. 2 (2025): 196-206.

%Ahmad Nur Aji Wibowo, “Konstruksi Media Metro Tv Dalam Pemberitaan 100
Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (Analisis Framing Model Robert N.

”

Enmant)” (Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025).
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Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun ketentuan
mengenai tanggung jawab serta mekanisme sanksi, baik dalam ranah
administratif, perdata, maupun pidana, telah dirumuskan secara tegas
dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya di tingkat praktik
masih belum berlangsung secara optimal. Ketidakjelasan pembagian
kewenangan antarinstansi serta lemahnya sistem pengawasan menjadi
faktor penghambat dalam penegakan tanggung jawab hukum pemerintah.
Dengan demikian, diperlukan pengembangan dan penguatan pengaturan
teknis serta peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga terkait,
serta konsistensi penerapan sanksi agar mekanisme pertanggungjawaban

hukum dapat berjalan secara efektif.26

Dengan demikian, apabila terjadi apabila dalam pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis terjadi insiden keracunan yang berdampak
luas, maka konsekuensi hukumnya tidak dapat dilepaskan dari tanggung
jawab administratif dengan sanksi administratif yang jelas, tanggung
jawab sebagai penyelenggara pelayanan publik, pertanggungjawaban
perdata dalam bentuk ganti kerugian, serta dalam keadaan tertentu,
bentuk tanggung jawab tersebut juga dapat berkembang hingga
mencakup pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur
kesalahan yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Substansi
tersebut memperoleh legitimasi yuridis karena telah memperoleh
pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik. Ketiga instrumen hukum tersebut secara sistematis

26Khairiah, Saputra, and Sipahutar, “Pengaturan Hukum  Dan
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Kajian
Prinsip Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Negara.”
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memberikan landasan normatif bagi negara dan/atau penyelenggara
pemerintahan dalam merumuskan serta menegaskan bentuk
pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan suatu program, termasuk
kewajiban untuk menjamin perlindungan hak dan kepentingan
masyarakat sebagai penerima layanan.

Pengaturan tersebut juga mencerminkan adanya kerangka hukum
yang terintegrasi, di mana aspek kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan
standar pelayanan publik diposisikan sebagai satu kesatuan norma yang
saling melengkapi dalam menentukan batas kewenangan, kewajiban,
serta konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran dalam

penyelenggaraan program yang berdampak pada masyarakat.

D. Kesimpulan
Berdasarkan keseluruhan hasil kajian dan analisis yang telah

dipaparkan, dapat dirumuskan suatu simpulan bahwa pelaksanaan
penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara
normatif telah memiliki fondasi hukum yang relatif kokoh. Landasan
tersebut tercermin dalam pengaturan yang dituangkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang
berfungsi sebagai dasar yuridis dalam mengatur mekanisme,
kewenangan, serta kerangka operasional penyelenggaraan program yang
dimaksud. Landasan hukum ini menunjukkan adanya legitimasi regulasi
yang mengatur mekanisme penyediaan makanan bergizi dalam rangka
mendukung kebijakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Peraturan ini menegaskan peran dan kewajiban pemerintah dalam
melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap
penyediaan makanan bergizi yang aman dan bermutu, terutama bagi

anak usia sekolah sebagai kelompok yang rentan. Namun, terjadinya
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kasus keracunan massal menunjukkan bahwa implementasi pengawasan
dan pengendalian mutu pangan masih belum optimal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penguatan sistem
pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan akuntabilitas pelaksanaan
program.

Di samping itu, pemerintah juga Dberpotensi dibebani
pertanggungjawaban hukum apabila terjadi peristiwa keracunan massal,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan yang menjadi dasar dalam menentukan kewajiban
negara  dalam  melindungi  kesehatan  masyarakat. = Bentuk
pertanggungjawaban tersebut mencakup tanggung jawab administratif
dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 437 dan Pasal 438
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta
tanggung jawab sebagai penyelenggara pelayanan publik berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, tanggung jawab perdata berupa kewajiban pemberian
kompensasi kepada korban yang dirugikan, serta dalam kondisi tertentu
dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila terdapat
kelalaian atau tindakan melawan hukum yang mengakibatkan keracunan
massal. Oleh karena itu, pelaksanaan Program MBG harus didukung oleh
sistem pengawasan yang ketat, transparan, dan akuntabel agar tujuan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai secara efektif,

aman, dan berkeadilan.
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